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LEMBARA.N DAER.AH 

KABUPATEN DARRAH TINGKAT II KEBUMEN 
NOMOR:16 TAHON 1997 SERI:D NOMOR:12 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
KEBUMEN 

NOMOR 3 TAHUN 1997 
~ 

TENTANG 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
K.ABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

TAHUN ANGGARAN 1997/1998 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TI~GK.AT ~~ KEBUMEN 

Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Tahun Anggaran ,.1997 /1998 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan· Daerah, sesuai dengan 
Pasal 64 ayat (2) Undans~undang Nomor 5 
Tahun 1974. · 1 · ,. · 

Mengingat : : 1. Undang-undang Nomor .13,Tahun 1950 ten -
· tang . :Pembe.ntuk~ Daerah-daerah Kabupaten 

dalam_., lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
jo. P~raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakuhya Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1950 

2. Undang ........ . 
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 
13 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Peme
rintahan di Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 197 4 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037) ; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tang -
gal 19 Nopember 1994 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten
tang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengu
ruaan, Pertanggungjawaban dan Pengawaaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 
Tahun 1975) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelakaanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ( Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 
1975) ; 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 -
tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara 
Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaj i 
dan Pensiun bagi Daerah Otonom 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 ten
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelakaanaan ....... . 



.. 
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Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 -
Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 
Ketiga kepada Daerah; 

9. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 -
Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Materiil Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang 
dan Matriil Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah 
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 ten
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 
8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 
-099 Ta.bun 1980 tanggal 2 April 1980 
tentang Manual Administrasi Keuangan 
Daerah; 

14. Keputusan ....... . 
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 
-360 Tahun 1981 tanggal 28 0ktober 1981 
tentang Program Pembinaan Anggaran 
Daerah dan Pengendalian Kredit Angga
ran; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 
-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 
tentang Manual Adminiatrasi Pendapatan 
Daerah; 

16. Keputuaan Menteri Dalam Nomor 94 Tahun -
1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang 
Langkah Pertama Pensinkronisasian Ang
garan Pendapatan dan Belanja Daerah 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

17. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan 
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 
1985 tentang Penyempurnaan Keputuaan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 
Tahun 1985 tanggal 31 Deaember 1985 
tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 

tentang ......... . 
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tentang Penyempurnaan Bentuk dan Suaunan 
Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

21. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 
tentang Penggunaan Siatim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta petunjuk Tehnis 
Tata Uaaha Keuangan Daerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 
tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 
2. 2. 2 Kepala Daerah menjadi Pos 2. 2. 2 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

23. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 
Anggaran Pendapatan Daerah; 

24. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Tengah Nomor 903/344/1996 tanggal 4 
Juni 1996 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapa tan dan Be lanj a Daer ah 
Tahun Anggaran 1996/1997 ; 

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Nomor : 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 
Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen. 

Memperhatikan ........ . 
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1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 
perihal Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1996/1997 ; 

~ / 

4 

, -
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/' 

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/-
174/1997 tanggal 23 Januari 1997 
tentang Pengesahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Nomor 20 Tahun 1996 tentang Peneta
pan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 
1996/1997. 

I 
I 
I 

I 

Mendengar 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
tanggal 24, 26 dan 27 Pebruari 1997 ; 

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen 
tanggal 11 Maret 1997. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 

M E M U T U S K A N 

I Menetapkan ........ . 
I 
\ 
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Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
I I KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT I I KEBUMEN TAHON ANGGARAN 
1997/1998. 

Pasal 1 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah 
sebesar Rp 34. 370. 804. 000, 00 terdiri da
ri 

a. PENDAPATAN 
Pendapatan ....... Rp 34.370.804.000,00 

b. BELANJA 
Rutin Rp 17.438.478.000,00 
Pembangunan Rp 16.932.326.000,00 

Rp 34.370.804.000,00 

Pasal 2 

Jumlah Urusan Kas dan Perhi tungan adalah 
sebagai berikut 

a. PENDAPATAN 
Pendapatan ........ Rp 2.127.339.000,00 

b. BELANJA 
Rutin Rp 2.127.339.000,00 
Pembangunan Rp 

Rp 2.127.339.000,00 

Pasal 13 ........ . 



I 
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Paaal 3 

(1) Rincian dari ketent uan teraebut pada Pasal 
1 teraebut di atas dimuat dalam Lampiran A. 

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan terse -
but pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam 

- Lampiran A.I, A.11/R dan A.II/P. 

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan -
(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. 

Pasal 4 

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berla
ku adalah sebagaimana daftar terlampir. 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku aetelah 
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang 
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 17 Maret 1997 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN 

Ketua, 

t.t.d t.t.d 

H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOEDIBYO 

Disahkan ......... . 



- 9 -

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 10 
Mei 1997 Nomor: 903/512/1997. 



'I 
I 

. I 

SALINAN 

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR: 903/512/1997 

TENTANG 

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

TAHUN ANGGARAN 1997/1998 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Membaca Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu
men Nomor : 903/4525/KU/III/1997 tanggal 17 
Maret 1997 perihal Permohonan Pengesahan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
APBD Tahun Anggaran 1997/1998. 

Menimbang a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/ 
1998, merupakan dasar pe laksanaan ke
g i at an Pemerintah Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 
1997/1998 ; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
1997 telah memenuhi ketentuan yang 
berlaku sehingga untuk dapat dilakaana
kan perlu mendapat Pengesahan Gubernur 

Kepala ......... . 



Mengingat -

2 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
aesuai dengan Pasal 64 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 197 4 ten tang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ten -
tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; · 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tentang Pengurusan~ Pertanggungjawaban 
dan Pengawasan Keuangan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyuau
nan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyu
sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Dae rah dan Penyuaunan Perhi tungan Ang
garan Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 ten
tang Pelakaanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang 

Perubahan ........ . 
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Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 ten tang Pe lakaanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 -
Tahun 1996 tanggal 12 Aguatus 1996 
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil 
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 
-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual 
Adminiatraai Keuangan Daerah; 

10. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 
-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang 
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan 
Pengendalian Kredit Anggaran; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 
Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 
tentang Langkah Pertama Penainkroniaa
sian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 
-379 tanggal 11 April 1997 tentang 
Penggunaan Sistim Digit dalam Pe laksa
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah aerta Petunjuk Teknia Tata Uaaha 
Keuangan Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 
-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang 
Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala 
Daerah menjadi Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

14. Keputusan ....... . 
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggar
an pendapatan Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 
Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang 
Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Memperhatikan 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 
1997 tentang Pedoman Penyuaunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1997/1998; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
14 Januari 1997 Nomor 050/85/Bangda 
perihal Petunjuk Pelaksanaan Inprea 
Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat 
II Tahun Anggaran 1997/1998; 

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 
Nomor 903/5703 tentang Pedoman 
Penyuaunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tingkat II se Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1997/1998. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan .......... . 



.. 

Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

... 

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Daer ah Tingkat I I Kebumen Nomor 3 Tahun 
1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Peneta
pan Anggaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Tahun Anggaran 1997 /1998 sebesar 
Rp 34.370.804.000,00 terdiri dari: 

1. PENDAPATAN: 
- Pendapatan ..... Rp 34.370.804.000,00 

2. BELANJA: 
- Rutin Rp 17.438.478.000,00 
- Pembangunan Rp 16.932.326.000,00 

Jumlah ........... Rp 34.370.804.000,00 
----------------------------------------

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 

1. PENDAPATAN: 
- Pendapatan ...... Rp 2.127.339.000,00 

2. BELANJA: 
- Rutin Rp 2.127.339.000,00 
- Pembangunan Rp 

Jumlah ........... Rp 2.127 .. 339.000,00 

Selisih .......... Rp NIHIL 
----------------------------------------

PENDAPATAN 

1. Ringkasan ........ . 
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1. Ringkasan APBD (Lampiran I Contoh A) yang -
tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 
1997/1998 supaya rincian untuk Belanja 
Pembangunan disesuaikan Lampiran Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran 
Pendapatan Daerah. 

2. a. - Pendapatan Daerah yang pelakaanaan pu -
ngutannya maaih didasarkan Surat Kepu
tusan Bupati Kepala Daerah yai tu Ayat 
1. 2. 2. 084 "Uang Penguburan" supaya 
ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah 
dan mendapat pengesahan dari Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
serta diundangkan dalam Lembaran Daer
ah. 

- Ayat 1.2. 1 .019 "Pajak Pendaftaran peru
sahaan" supaya dilengkapi dengan tang
gal dan nomor pengesahannya dan pengun
dangan dalam Lembaran Daerah. 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 ayat 
(2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974. 

b. Ayat 1.2.1.029 "Pajak Pengusahaan/Pemeli
haraan Sarang Burung" supaya uraiannya 
disesuaikan menjadi "Pajak Pengambilan 
Sarans Burung" 

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tang
gal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan 
Daerah. 

3. Penganggaran ..... . 
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3. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang 
sumber dananya dari Tingkat Pusat maupun 
Tingkat I Tahun Anggaran 1997 /1998, supaya 
jumlahnya disesuaikan sebagai berikut: 

a. Penerimaan Bantuan (lnpres) disesuaikan -
dengan SPABP untuk masing-masing Bantuan 
(Inpres) Tahun Anggaran 1997/1998. 

b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 
903/5703 perihal Pedoman Penyusunan APBD 
Tahun Anggaran 1997/1998. 

c. Penerimaan Bantuan Program Pembangunan 
dari Tingkat I (2P.O.A) seluruhnya sebe
sar Rp 212. 577. 600, 00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

- AMD Sengku}'lmg I aebeaar •••••• Rp 25.288.800,00 
- AMD Sengkuyung II aebesar ..... Rp 25.288.800,00 
- P.P.W.T ••.••.•.........••.•••• Rp 32.000.000,00 
- Keaerasian/Aspiraai ••••••••••• Rp 130.000.000,00 

Jumlah Rp 212.577.600,00 
----------------------------------

Adapun rincian penggunaan kegiatan mas
ing-masing program bantuan diaesuaikan 
dengan petunjuk. 

4. - Ayat 1.4.2.224 "Bantuan Pembansunan Sarana 
Pendidikan SD" sebesar Rp 1.254.132.000,00 

- Ayat 1. 4. 2. 225 ··Bantuan Inprea Sarana Ke -
sehatan" sebesar Rp 705.547.000,00 

supaya .......... . 
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supaya besarnya alokaai untuk setiap jenis 
komponen bantuan agar diuraikan dengan jelas 
pada kolom keterangan Anggaran Manajemen. 

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 
Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 1997/1998. 

- 5. Susunan Ayat/Paaal serta uraiannya pada Ba -
gian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun 
Anggaran 1997/1998 supaya disesuaikan dengan 
Lampiran II.4 Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II dan 
Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 1997/1998. 

KETIGA BELANJA RUTIN 

1. Belanja DPRD Khusus yang berkode (a) dalam 
Anggaran Manajemen antara lain 

- Pasal 2. 2 .1.1010a "Tunjangan Kesejahtera
an" sebesar Rp 81. 000. 000, - aupaya dipin
dahkan Paaal 2.2.1.1002a. 

- Pasal 2.2.1.1006a "Tunjangan Komisi" se -
besar Rp 43.080.000,00 aupaya dipindahkan 
pada Paaal 2. 2 .1.1005a dengan uraian 
"Tunjangan Kehormatan". 

Hal tersebut aesuai densan Instruksi Men
teri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tang
gal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyu
sunan APBD Dati II Tahun Anssaran 
1997/1998. 

2. Dalam ......... . 



2 . Dalam rangka meningkatkan peran dan fungai -
DPRD khususnya Anggota DPRD basil Pemilu 
1997, maka Daerah Tingkat II Kebumen pada 
Perubahan APED Tahun Anggaran 1997 /1998 
supaya dianggarkan biaya pembekalan Anggota 
DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah maksi
mum sebeaar Rp 100. 000. 000, 00 pada Poe 
Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1013 digit 60 
"Kursus Ketrampilan". 

Hal tersebut seauai dengan Surat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
173.1/5049 tanggal 28 Pebruari 1997 perihal 
Program Pembekalan dan Pemberitahuan Peratu
ran Kedudukan Keuangan DPRD. 

3. Pemberian dana dari PKE-EENKE Tahun Anggaran 
1997/1998 aupaya penggunannya disesuaikan 
dengan Lampi ran I I I Surat Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 
Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman 
Penyusunan APED Dati I I Tahun Anggaran 
1997/1998. 

4. Pasal 2.2.3.1007 "Tunjangan Penghasilan Apa-
rat Pemerintahan Desa" aebesar ............ . 
Rp 257. 760. 000, 00 supaya jumlah dananya 
disesuaikan menjadi sebesar Rp646.560.000,00 
dan dipindahkan pada Pasal 2.13.1.1121. 

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 
Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan 
APED Dati II Tahun Anggaran 1997/1998. 

5. Pasal 2.2.3.1095 "APPKD dan Eiaya Pemerinta
han Desa" sebesar Rp 10. 000. 000, 00 yang 
sumber dananya dari Ganj aran supaya dise
suaikan menjadi sebesar Rp 11.500.000,00 dan 

belanjanya ........ . 
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belanjanya dipindahkan pada Pasal berakhiran 
1011, 1013 clan 1071. 

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 
Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998. 

6. Pasal 2.11.1.1110 "Angsuran Hutang dan Bu
nga" sebesar Rp 65.475.000,00 supaya peng
gunaan belanjanya dipisahkan tersendiri 
yaitu: 

- Pasal 2.11.1.1101 "Angsuran Hutang" dan 
- Pasal 2.11.1.1102 "Pembayaran Bunga". 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975. 

7. Sesuai kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 
1309/PUOD tanssal 7 Mei 1997 perihal Alokasi 
SDO Tahun Anggaran 1997 /1998 untuk Belanja 
Urusan Desentralisasi Sub Komponen SPP-OD 
Umum dan Khusus kegiatannya supaya diang
garkan pada Belanja Rutin Pos 2.2.3 "Sekre
tariat Wilayah/Daerah" Pasal 2.2.3.1097. 
Sebagai Atasan Langsung dan Bendaharawan 
supaya di tunjuk di Bagian Keuangan, untuk 
studi ldentifikasi Potensi Ekonomi Daerah 
pelaksanaannya di Bappeda Tingkat II. 

BELANJA PEMBANGUNAN. 

1. Pada Buku Belanja Pembangunan (Lampiran A/ 
II/P) supaya dilengkapi : 

- Daftar ........ . 
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- Daftar Lampiran Proyek DIPL (A.IXa, 
A.IXb), sesuai dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985. 

- Daftar Ringkasan Belanja Pembangunan me
nurut Unit Organisasi ( Contoh A. I I . b) , 
aeauai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 1975. 

2. Pasal 2P.0.5.2.02.004 "Proyek Penunjang Dana 
Pembangunan Embarkasi Haji" sebesar 
Rp 35.100.000,00 aupaya dipindahkan pada Sub 
Sektor Keuangan Dae rah ( 2P. 0. 5. 3) pasal 
berkenaan. 

Hal tersebut seauai dengan Surat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 
1 April 1997 Nomor 900/7631. 

3. Pasal 2P.0.8.2.01.001 "Proyek Kontribusi 
SISKOMDAGRI Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen" sebesar Rp 215.000.000,00 supaya 
dipindahkan Sektor/Sub Sektor 2P.0.A.1 Pasal 
berkenaan dalam Anggaran Manajemen agar 
dirinci. 

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1996 tanggal 4 
Oktober 1996 tentang Perubahan Inmendagri 
Nomor 5A Tahun 1995 tentang Penyertaan Pemda 
Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan 
Siskomdagri. 

4. a. Paaal 2P.0.5.2.02.001 "Proyek Penyetoran 
5% Pendapatan Beraih PBB untuk BPD Ja
teng" sebeaar Rp 70. 900. 000, 00 aupaya 
dipindahkan pada Sub Sektor Keuangan 
Daerah (2P.0.5.3) pasal berkenaan. 

b. Paaal ......... . 

.. 



b. Pasal 2P.0.5.2.02.003 "Proyek Penyertaan 
Modal Yarnati" aupaya dipindahkan pada 
Sub Sektor Keuangan Daerah (2P.0.5.3) 
paaal berkenaan. 

Hal tersebut aesuai dengan Surat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
903/5703 tanggal 11 Maret 1997 perihal 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 
1997/1998. 

5. a. - Pasal 2P.0.18.1.01.008 "Proyek Pemba -
ngunan Kantor Camat Gombong Barat Kota 
Administratip" sebesar Rp454.744.000,00 

- Pasal 2P. 0 .18. 01. 010 "Proyek Pembangu -
nan Kantor Pendopo Rumah Dinas Waliko
tatip Gombong" sebesar Rp704.000.000,00 

Yang merupakan Pembangunan Ge dung Baru 
pelakaanaannya terlebih dahulu dimintakan 
ijin/persetujuan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. 

b. Pasal 2P. 0 .18 .1. 01. 013 "Proyek Pengadaan 
Kendaraan Operasional Dipenda Tk. I I" 
sebeaar Rp 205.000.000,00 penanggung 
j awab proyek semula di tunj uk Dipenda 
Tingkat II supaya dipindahkan Bagian 
Perlengkapan. Sedang alokasi penggu
naannya harus dikoordinasikan dengan 
Dipenda Tingkat II. 

6. - Pasal 2P.0.14.1.03.003 "Proyek Pembangunan 
Jaringan Utama Air Bersih pada Pasar 
Wonokriyo Gombong" aebagai Unit yang 
bertanggung jawab proyek semula di tunjuk 
PDAM aupaya dipindahkan DPUK. 

- Pasal ......... . 
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- Paaal 2P.O.A.l.Ol.001 "Proyek Bantuan Pem
bangunan Kepala Daerah Bawahan" aebagai 
Unit yang bertanggung jawab semula ditun
juk Bagian Penyuaunan Program aupaya 
dipindah.kan Bagian Keuangan. 

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 
Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 1997/1998. 

7. Pasal 2P.0.9.1.01.026 s/d Pasal 2P.0.9.l.Ol. 
047 dengan uraian "Proyek Bantuan Pembangu
nan Kecamatan" supaya digabung menjadi 1 
(satu) pada Pasal 2P.0.9.1.01.026 dan dalam 
Anggaran Manajemen untuk pelaksanaan dirinci 
untuk masing-masing Kecamatan, Unit yang 
bertanggung jawab semula di tunjuk Camat 
supaya dipindahkan PMD. 

Hal tersebut aesuai dengan Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor 414.2/046/PUOD tanggal 14 
Januari 1997 perihal Pelaksanaan Bantuan 
Kecamatan Tahun Anggaran 1997/1998. 

8. Tambahan Sumbangan 20% PKB-BBNKB untuk Kabu
paten Dati II Kebumen Tahun Anggaran 
1996/1997 sebesar Rp 150.000.000,00 aupaya 
penggunaan belanjanya disesuaikan dan dia
nggarkan pada Sektor/Sub Sektor Pengembangan 
Usaha Daer ah ( 2P. 0. 5. 2) Pasal 2P. 0. 5. 2. 005 
"Proyek Renovasi Perluasan Pasar Wonokriyo 
Gombong" aebesar Rp 150.000.000,00. 

Perubahan/Penyesuaian setiap Ayat/Pasal Angga
ran sebagai akibat petunJuk catatan Pengeaahan 

Anggaran ......... . 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar 
dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997 /1998 
dengan penjelasan secukupnya pada kolom keter
angan Lampiran A/I, A/2/R, dan A/2/P . 

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 
1997 /1998 supaya mempedomani ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1994 tentans Pelaksanaan Anssaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksa
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
rah. 

2. Untuk peningkatan pengelolaan Keuangan Dae
rah, maka Penetapan Bendaharawan agar 
di tunjuk dari pegawai yang telah memiliki 
sertifikat Bendaharawan sesuai densan 
ketentuan yang berlaku. 

Dalam rangka program Anggaran Daerah dan pe -
ngendalian kredi t anggaran, hal-hal yang 
bersifat teknis sehubungan dengan diktum
diktum pengesahan Anggaran Daerah disampaikan 
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwi lda 
Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti. 

KEDELAPAN ......... . 
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1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 
1997/1998, supaya dilakukan perubahan 
terhadap Keputusan Bupati Kepala daerah 
Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1997 
tanggal 8 Maret 1997 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan 
Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai 
dengan petunjuk teknis sebagaimana 
diktum KE-LIMA dan KE-ENAM di atas dan 
setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Kebumen dimaksud 
supaya dikirim kepada Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai 
laporan. 

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Be 
lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 adalah 
pengesahan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah 1997/1998. 

Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pen -
dapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1997/1998 telah melampaui masa Triwulan 
III, supaya dihindari penganggaran proyek
proyek baru mengingat jangka waktu proses 
pengesahan dan pelaksanaan aangat pendek, 
aehingga proyek-proyek dimakaud tidak 
dimungkinkan lagi dilaksanakan karena 
berakhirnya tahun anggaran. 

KESEPULUH 
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KESEPULUH Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan dan berlaku surut aejak 
tanggal 1 April 1997. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

SEMARANG 
10 Mei 1997 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

t.t.d 

SOEWARDI 

SALINAN Keputusan kepada Yth: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakar
di Yogyakarta; 
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di -
Jakarta; 
Direktur Jenderal Pemerintaha Umum dan Otonomi Dae
rah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam 
Negeri ; 
Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up . Ke
la Biro Keuangan di Jakarta; 
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaw Tengah -
Bidang I dan II ; 
Sekretaria Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 
Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah; 
Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Mage
lang; 
Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
di Semarang; 
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah di Semarang; 

11. Kepala ........ . 
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11. 

12. 

13. 

.14. 
15. 
16. 

17. 
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Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te -
ngah di Semarang; 
Kepala Biro Keuangan, Kantor Setwilda Tingkat I Ja
wa Tengah di Semarang; 
Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa 
Tengah di Semarang; 
Kepala Biro Bina Penyusunan Program Kantor Setwilda 
Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen; 
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di -
Kebumen; 
Berkas Surat 

1 s/d 
15 s/d 

Keputusan 
14 untuk diketahui; 
16 guna diindahkan. 




